
BUPATI MUSI RAWAS
PERAruRAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR [8 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAI{ DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAIVAS,

Menimbang: a. bahwa pengplolaan air limbah domestik/rumah tangga

merupalan r.lrusarl Pemerintah l(abupaten Musi Rawas

dalam rangla pelayanan uuum yang harus

dilaksanakaa secara sinergr, berkel€njutan dan

profesional, guna terkendalinya pembuangan air lirnbah

domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air
permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi

lingkungan hidup khususn5ra sumber day" air;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air

limbah dometik sebagaimana dimaksud datam huruf a,

perlu diatur dengan Feraturan Bupati Musi Rawas.

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (L€rabaran Negara Republik Indoncsia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentanE

Pertindungan dan Pengelol,aan Lingkungan Hidup

(kabararr Negara Republik Indoaesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O63);

PA.R{F KOCRDiNASI
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembararl Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Izmbaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent€ng

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 2OO1);

Peraturan Menteri Negara Lingkungar Hidup Nomor 112

Tahun 20O3 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Peketjaan Umum Nomor I

l6/PVt lMl2OOB tentarg Kebijakan dan strategi

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);

Peraturarr Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun

2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Tahun 2013 tentang

Kabupaten Musi Rawag

Kabupaten Musi Rawas

4.

5.

8.

g.

7.

Peraturan Daerah Nomor 2
Rencana Tata Ruang Wilayah

2O11-2031 (lembararr Daerah

Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 9
Bangunan Gedung (Lembaran

Rawas Tahun 2015 nomor 9);

Tahun 2015 tentang

Daerah Kabupaten Musi

/tlt ,



10. Peraturan Daerah Nomor 6 Talun 20i6 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tafulm 2016-202o (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6)

sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Daerah

Nomor I Tahun 2018 tentarg Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016-2020 (l,embaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ;

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEI,LAAN AIR

LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal<sud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintalt

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal

dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah

makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan

asrall14.

5. Pengelolaa Air Limbah Domestik adalah upaya

terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan,

pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan

air limbah domestik.

6. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang

selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian

kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam sah.r

kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan

air limbah domestik.



7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem

prengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air
Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya

lumpur hasil olahan diangkut dengan saIana

pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur
Tinja.

8. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem

pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air
Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke

Subsistem pengola}ran terpusat untuk diolah

sebelum dibuaag ke badan air permukaaan.

9. Instalasi PengoLahar Air Limbah Domestik yang

selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air
yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah

Domestik.

1O. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutlya
disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air
limbah yang dirancang hanya menerima dan

mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem

pengolahan se tempat.

11. EJfuen adalah aliran keluar dari suatu sistem

pengolahan air limbah.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yarrg selanjutnya

disinskat UPID adalah Unit Pelaksana Teknis

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

13. Badaa tayanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum

Daerah Kabupaten Musi Ra$,as.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya

disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

15. Sosialisasi, Advokasi, Kamparlye, Edukasi dan

Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah

kegiatan eosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi

dar promosi untuk pelaksanaar SPALD.
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t6.

t7.

18.

21.

t).)

19.

Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah

air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau

bundar yang dilengkapi tutup, penyekat,

masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk
merubah sifat-sifat an Imbah, agar curahan ke luar

dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa

mengganggu lingkungan.

Biofilter adalah unit pengolah air limbal yang

ditambahkan ke unit tangki septik yang

menggantikan resapan agar efluen air limbahdapat

dibuarg ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

Baku mutu air fimbah domestik adalah ukuran batas

atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaalnya dalam air

limbah domestik yarrg akan dibuang atau dilepas ke

air permukaan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang

atau badan.

Pengelola air limbah domestik adalah Unit Kerja pada

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

meLaksanakan urusan pengelolaan air limbah

domestik.

Operator air limbah domestik terpusat adalah unit
pelaksana teknis, badan usaha milik daerah,

koperasi, atau badan usaha swasta yang

melaksanakan operasi dal pemeliharaan sarana dan

prasarana air limbah domestik.

Operator air limbah domestik setempat adalah

kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi

dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

domestik.

20.

23.

5
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24. Kepsla Dinas Pelrcrjaan Umum Cipta lGrya, Tata

Ruang dan Fengairan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas.

o

o

BAB U

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG IJNGKT'P

Passl 2

(1) Fengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada

aaa.s-asas keadilan, kehati-hatian, kemanfaatan,

kelestariaa, dan keberlanjutan.

(2) Fengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

a. mewujudksn penyetrenggraan peliayanan

penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja
secafa sistematis;

b.mengendalikan dan menertibkan penyediaan

prasarana dart sarana air limbah domestik bagi

bangunan baru maupun lama, baik dengan sistem

setempat rnaupun siatem terpusaq

c. mengawasi dan mengendeliLorr

lumpur tinja ke IPLT;

d. meningkatlcn upaya pcle8tarian fungsi

lingkungan hidup khususnya. sumber daya ai4
dan

e. meninglatlan derajat kc8ehatan maErarakat;

(3) Ruang lingkup peraturan Bupati edelsh :

a- Ket€ntuan Umum;

b. Sistem tbngelolaan Air Limbah Domcstik;

c. Kelembagaan;

d. Hak, IGwajiban dan l^arangan;

e. Peran Serta Masyamkat;

f. IGrjasarna; dan

8. Ketentuan Fenutup.

i ir"

prasarana dart sarana air limbah domestik bagi



a

BAB III
SISTEM PENGEIOI,AAN AIR UMBAH DOMESNK

Bagian Kesatu

ASPEK
pasal g

(U Sist m pengelolaan air limba}l domestik (SpALD)

harus dilelartan secara domestik, mcnyeluruh,
bcrkcsinambungan, dan tcrpadu antara aspek fisik
dan nonfsik

(2) Aspck fisik sebqg.irnanq dirnakcud pada ayat (1)

mcliputi aspek teknik operasional.

(3) Aspck non lisik scbagaimana dimaksud pada ayat (U

meliputi aspek peran maqrarakat, kclembagaan,

legalitas, dan aspek

(1)

(21

Bagian Kedua

SISTEM PENGEIOIAAN AIR LIMBAH

Pasal 4

SPALD meliputi :

a- SPALD-T; dan

b. SPALD.S.

SPALD-T scbagaimana dimaksud p& ayat (l) hun f
a meliputi :

a. ekala modular;

b. skala kawasan; dan

c. skala kota.

SPALD-S eebagaiman6 dirnqltsud pe.da syet (1) hunrf
b meliputi :

a. skala individual; dan

b. sl€tra normal.

Pemilihan jenis SPALD sebagaimana .lirnaksud pada

ayat (f) dilakukan dcngan pcrtimbangan :

a. !€ncana tata ruang wilayah daerah;

b. kepadatan pcnduduk;

c. keterscdiaan air bercih;

d. hemiringan tanah;

o

(3)

(4)



o

e. ketinggian muka air tanah;

f. jenia dan permeabilitas tanah;

g. kemampuan pembiayaan; dan

h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakaL

Paragraf Kesatu

Sfutem tbngelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasd 5

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas :

a. skala pcrkotaan;

b. skala permukiman; dan

c. skala kawasan tertentu.

Cakupan pelayanan skala perkotaan scbagaimana

dirncksud pada ayat (U huruf a, untuk lingkup
perkotaan dan/atau regional dengan minimal
layanan 20.OOO (dua puluh ribu)jiwa.

(3) Cakupan pclayanan sL"le pcrmukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b, untuk linglup
permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai

20.00O (dua puluh ribu) jiwa.

(a) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk
kawasan komersial dan kawasan rrmah susun.

Pasal 6

Rumah dan/atau bangunan baru yang trerada dalam

cakupan peleyaflan SPALD-T skala perkotaan, skal,a

permukiman dan skala kawasan tertcntu yang

sudah terbangun, harus disambungkan dengan

SPALD-T temebut.

Rumah dan/atau bangunan yary tidak terrrasuk

dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala Srerkotaan
atau skala permukiman yang sudah t€rbangun

harus membuat SPALD.

(l)

(21

(r)

(21

o

i ;:,-l_:lr
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Pasal 7

I(omponen SPALD-T sebagaimana ditrraksud dela"n

Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a- unit pelayanan;

b. unit pengumpulan;

c. unit pengolahan; dan

d. unit pembuangan akhir.

Pasal 8

(f) Unit pelayanan sebagaimana rlimaksud dale'n Paeal

7 huruf a, berfirngsi untuk menampung dan

menyalurkan afu limbah domestik dari sumber ke

unit pengumpufan.

(2) Unit pelayanan sebagairnana dirnnksud pada ayat
(1), terdiri dari :

a. sambungan rumah; dan

b. lubang inspeksi.

Pasal 9

Unit pengumpulan sebagaitnars dimaksud dalam Pasal

7 huruf b, berft:ngsi untuk mengumpulkan air limbah

domeatik dari unit pel,ayenan melalui jaringan

pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

(u

(21

(u

Pasd fO

Unit pengumPulan sglngainqrra dimaksud dele"rr

Pasal 7 huruf b, dllalsrkan secara terpiEah antara
jaringan drainasc dan jaringan pengumpul air
Iimbah domestik.

Pemieahan udt pengumpulan sebagaimana

dirnksud pada ayat (1) dilatukan secara bcrtahap.

Pasd 1l
Unit pengol,ahan di"rtFLsud dalF'n

Passl 7 huruf c, berh.mgsi untuk mengolah air
limbah domestik dan lumpur.

i Pj,,F:a.r-' E-a :)-!rlii!- (
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(21 Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa prasalana dan sarana IPAL, yang terdiri
dari fasilitas utama, fasilitas pendukung, dan zona

penyangga.

Pasal 12

IPAL sebagaimara dimaksud dalam Pasal Ll ayat (21

dapat berupa IPAL Komunal dan/atau IPAL

Kabupaten.

IPAL Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (U

mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman

atau akala kawasan tertentu.

IPAL Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai cakupan pelayanan skala Kabupaten.

Pasal 13

Da]am ha-l fasilitas utama unit pengolahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal ll ayat (21, tidak dilengkapi

dengan balgunan pengolahan lumpur, maka lumpur
yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang

mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah

di IPLT.

Pasal 14

Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 hurul d, berfungsi untuk
menyalurkan eJfuen air limbah domestik dan/atau
menampung lumpur hasil pengolahan.

Unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. sarana pembua-ngat eJluen; darr

b. sarana penampungan sementara lumpur hasil
pengolahan.

Sarana pembuangat $fuen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang

menyalurkan eJfuen lrasil olahan kebadan air
penerima atau saluran drainase.

(l)

l2l

(3)

(1)

(21

(3)

N^
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(4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil
pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, bangunan ateu wadah
pcnampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang
ketempat pemrolresan akhir sampah atau
dirnanfaatkan lebih lanjut.

Pasal 15

Stren yang dibuang kebadan air penerima dan/atau
saluran drainasc, harus memenuhi standar baku

mutu Air Limbah Domestik

(u

a

a

(2) Iokaei pembuangan akhir eJhlen" harus
mcmperhatikan fahor lreamanan pengaliran sumber
aA baku dan daerah terbuka.

Paragraf l(cdua

Sistem Fengelol,aan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 16

(1) Cakupan pelayanan SPALS scbagaimana dimaksud
dqlqtrr pgsal g syat (1) huruf b, meliputi :

a. skala individual; dan

b. skala komunal.

(2) Cakupau pelayanan skata individual scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan

untuk lingkup f (satu) unit rumah tinggel atau

Uangunan.

(3) Cakupan pelayanan skal,a komunal scbagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b, meliputi layanan

untuk lingkup :

a. 2 (dua) sampai dengan f0 (sepufuh) unit rumsh
tinggal dan/atau bangunan; dan

b. mandi cuci kakus,

(a) Pe*imbangan dalam pemifihan SPALS sLele

komunal sebagaimana dimaksud pada eyat (31

dilpktlken sesuai dengan per€yaratan telods yang

berlaku-

Pl-,!,-.^-t'i_:::



Paset f 7

Dafam hal permukiman baru dda& termasuk dalam
ql.9,e qakupatr pelayanan SPALD-T skala pcrmukimen

dan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru
tErscbut harus meEbuat SPAI"D-S skal,a komunal
lingkup rumah tinggal atau SPALD-T cketF perEukiman
seEuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 18

Komponen SPAIS-S sebagaimana dimaksud .tale"rr

Pasaf 5 ayat ( I ) huruf b, terdiri dari :

a. rmit pcngolahan samFrah;

b. unit pengangkutan;

c. unit pengolahan lumpur tinja; dan

d. unit pembuangan akhir.

a

pasal 19

(1) Unit pcngolahan Ectempat s€bagaimana di'nelrcud
dalam Pasal 18 huruf a, berfungsi untuk
menampung dan mengolah air limbah domestik dari
rumah tingal dan/atau msndi cuci l(akus.

(2) Unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud

ayat (1) dapat berupa :

a. cubluk kembar;

b. tangki scptik dengan sktem rrsapan;

c. biofilter; dan

d. unit pengolahan setempet air limbah domestik
pabrikasi lainnya sesuai perkernbangan teknologi

dan dinyatakan layak sccara tekrris oleh

ketentuan perundang-undangan.

(3) Unit pengolahan setenpat sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 harus memenuhi persyaratan tekni8
yang berlaku.

.----'--l
,: 12 '' I
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(l)

l2l

(3)

(U

Passl 20

Lumpur tinja yang terbentuk pada tangki septik
dengan sistem resapan pada unit pengolahan

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut dan diolah

di IPLT secara berkala dan terjadwal.

Lumpur tinja yang terdapat di biof ter dan/atau
pengolahan air limbahpabrikasi lainnya pada unit
pengolahar setempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot,

diangkut dan diolah di IPLT secara berkala dan

terjadwal sesuai dengan spesifrkasi pabrik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur
tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf b, berfungsi untuk meLakukan

pengurasan, pengangkutan darr pembuangan

lumpur tinja dari unit pengolahan setempat ke IPLT.

Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga

yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.

Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus diberi tanda pengenal (label) khusus

sebagai kendaraa.rl pengangkut tinja.

pasa] 22

Ketentuan mengenai urrit pembangunan akhir pada

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
d, mengikuti ketentuan mengenai unit pembuangan

alhir pada SPALT-T sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d.

(21

(3)

13
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(1)

(2t

(3)

Paragraf Ketiga

Mandi Cuci Ikkus
Pasal 23

Unit mandi cuci kakus dapat berupa :

a. bangunan mandi cuci kakus; dan

b. toilet bergerak (mobil toilet).

Pembangunan mandi cuci kakus scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi

ketentuan teknis yang berlaku.

Pengelolaan unit msndi cuci kakus dapat ditakutan
oleh Pemerintah l(abupaten atau kelompok

maEarakat pengelola mandi cuci kakus dengan

kememJ.'ea 6s3"6r1.
a

o

Pasgl24

(1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cucikakus

scbagaimana di"n,l€ud dalam Pasal 23 ayat (U

huruf a" harls disedo! diangkut dsn diolah di IPLT

secara berkala dan terjadwal.

(2) Lumpur tir{a dari toilet bergerek (mobil toilet)

sebagaimana di"naksud dal"'" Pasal 23 ayat (U
huruf b, harus discdot, diangkut dan diolah di IPLT

secara berkala dan/atau setiap sclesai Buatu

kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur
tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagsimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dal.r. IGputusan
Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan SPALD

ParaAraf l(esatu

Fer€ncanaan

Pasal 25

(1) Perencanaan SPALD terdiri atas :

a. rcncana induk;

b. studi lrelaya.kan; dan

c, perencanaan t€lmik rinci.

I r,l;i,il iioeni,rnii
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(2) Ketentuan teknh mengenai perencanaan SPALD

sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Rencana induk SPALD sebagaimana dirncLsud

dal"m Pasal 25 huruf a, ditetapkan untuk jangka

waku 2O (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan
peninjauan ulang sstirf 5 (lima) tahun.

(2) Rencana induk SPALD sebaAaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, ditctapkan oleh Bupeti.

(3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalarrr Pasa,l

25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk
SPALD.

(4) Studi kelayakan Eebagaimana dirneLgud pada ayat
(3), mcnjadi acuan untuk mengetahui tingkat
kelayakan usulan pengembangan SPALD.

(5) Pcrencanaan telmis SPALD sebagaimana dimaksud

dalam Pasd t huruf c, berh{iuan untuk memcnuhi

syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan

SPALD-T.

Paragraf Kedua

I(onetruksi

Pasal 27

(f) Tahapan petetsalarur konstmksi SPALD terdiri atas:

a, persiapan konstruksi;

b. pelaksanaan konstruksi; dan

c. uji coba Bistem.

(2) Persiapan konstruksi sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan aeeuai dengan ketentusn
peEturan pcrundanS-undangan.

',,.i 'r l:0r)+dixsi



(3) Pelqtsenpen konstruksi scbagaimana dirnatsud
pada ayat (f l huruf b meliputi kegiatan :

a. pekerjaan tanah;

b. pekerjaan struktur plasarana air limbah
domestik;

c. pckerjaan arsitektur prasarana air limbah
domestik; dan

d. pekeg'aan mekanikal dan elektrikal.

Uji coba sistcm setragaimana .lirnak$'d pada ayat (U
huruf c dilatsanakan pada prasarana dan sarana
SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai
dengan mutu dan fungsinya.

(41

o pasal 2E

(f) Pelaksanaan konstruksi
dirneLsud delam Pasal 27,
paling scdikit :

SPALD

hart's memperhatikan

a. Rencana Mutu Kontrak/Kcgiatan (RMK);

b. Sistem manajemen linglungan;
c. Sistem Manajemen Keeelamatan dan Kesehatan

Kerja (SMKS); dan

d. Metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 29
(lf lfunstruksi carana dan praserana pengolahan air

limbah domestik ditakukan scsuai dengan Rencana

Induk SPALD yang telah ditctapkan.

(2) Konstruksi dalam pcngelolaan SPALD-S dilakukan
dcngan ketentuan scbagai b€rikut :

a. individu atau kclompok masyarakat membangun
jamban yang dilengkapi dengan unit pengolahan

sesu,ai dengan Standar Nasional Indonesia; dan
b. pemerintah kabupaten dan/etau swasta

menydiakan saraia pengangkutan d8n
membangun IPLT.



Paragraf Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 30

Operasi dan premeliharaan sarana
pengolahan air limbah domestik

mencakup :

a. instalasi bak kontrol pelanggan;

b. bak penangkap lemak dan minyak;

c. jarring perpipaan air limbah; dan

d. instalasi pengolahan air limbah
pendukung lainnya.

dan prasarana

sistem terpusat

dan bangunan

prasarana

setempat

Pasal 3l
(1) Operasi dan pemeliharaan sarana dan

pengolahan aA Umbah domestik sistem

mencakup :

a. tangki septik dan bangunan pengolahan milik
individu;

b. sarana penyedotan dan pengangkutan lumpur
tinja;

c. sarana pengoLahan lumpur tinja (IPL'I); dan
d- fasilitas penunjang dan bangunan pendukung

Iainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf
a dilaksanakgn oleh pemitk/individu.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf c, dan huruf d ditaksanakan oleh operator

air limbah domestik.

(a) Kegiatan sebagaimana dimaksud dplarr' Pasal 29
djlelrsqnaLan oleh operator Air Limbah Domestik

darr/atau kelompok masyarakat.

Pasal 32
(1) Operasi darr pemcliharaan sistem setempat meliputi

kegiatan:

a. pengolahan air limbah domestik; dan
b. trrmeliharaan prasarana dan sarana Air Limbah

Domestik berdasarkan pedoman yang berlaku.

PAR{I TOORiIfrASI
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(3)

(41

(2) Pemeliharaan sara-na dan plasarana Air Limbah

Domestik sistem s€tempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yartg menggunakan tangki

septik dilakukan melalui kegiata!:
a. pengurasan secara berkala atau tedadwal;

b. pengangkutan lumpr:r tinja ke IPLT; dan

c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanaka-n oleh masyarakat pengguna sistem

setempat.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh operator air limbah yang

berwenang atau orang yang mendapat izin.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 33

Hasil trrngolahan air limbah domestik dapat

berbentuk :

a. cairan;

b. padatan; dan/atau

c. gas.

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk

cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a,

dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan
penggelontor kakus, a-lat pendingrn udara, dan
hidran kebakaran.

Hasil pengolahan Air Limbah Domestik b€rbentuk
padatan sebagaimana dimaksud pada arrat (1) huruf
b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk

dan/atau campuran kompos untuk tanaman non
pargan dan/atau bahan bangunan.

Hasil pengol,ahan Air Limbah Dome stik berbentuk
gas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c,

dapat dimanfaatl<al sebagai sumber energr

terbarukan.

(1)

l2l

(3)

(41
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(5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4), dilakukan aesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan promosi

Pasal 34

(1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan AA Linbah
Domestjk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

dan/atau lembaga lain yang diberi mandat ke

seluruh Lapisan mas[rarakat dalam upaya

peningkatar kualitas liugkungan yallg baik, serta

kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan

masyarakat.

(2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk perubahan perilaku

masyarakat melalui penyampaian informasi dan

peniogkatan pemahaman tentang sistem pengelolaan

Air Limbah Domestik, starrdar teknik pembuatan

tangki septik dan lain-lain-

(3) Untuk mel,aksanakan sosialisasi dan promosi,

Pemerintah Ihbupaten dapat membenh.rk tim yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 35

Bupati bertanggung jawab dalam prenyelenggaraan

SPALD yang meliputi pengelolaan dan

pengembangan sisten air limbah domestik dan

secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub

urusan air limbah domestik.

Bupati dapat menunjuk UPID, BLUD atau BUMD

SPALD sebagai op€rator air limbah domestik-

(1)

(21
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(3) Operator sebagaimana dimaksud ayat (2) diberi
kewenangan untuk :

a. mengelola IPAL skala perkota.an, sl(ala
Permukiman dan skala Kawasan Tertentu;

b. mengelola IPLT;

c. mengelola IrlT/IITfT; dan
d. memungut r€tribusi atas jasa pelayanan 5rang

diberikan.

o

Pasal 96

knyelengaman SPALD yang dilaksanakan oleh
kelompok mas5rarakat dapat berupa Kelompok
Femanfaat dan Pemefihara (KPg.

BABV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasd 37

Setiap orang memiliki hak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air
limbah domestik yang layak dari Femerintah

Kabupat€n dan/atau pihak lain yang diberi tugas

dan tanggung jawab;

b. mendape.tkan pola hidup bersih dan
eehat dan peng9lolasn air limbsh domestik )rang
bcre'awasan lingkungan;

c. mendapa.t}an Urrykungan yang baik dan sehat dan
terbebas dari pencenaran air limbah domestik;

d. memberikal usul, pertimbangan dan saran kepada

Femerintah Kabupatcn, atau pengelola air limbah
domestik;

e. menyampa.ikan keberatan terhadap kegiiatan

pengclolaan air limbah domestik yang tirlck scsr:ai

standar;

f. mel,aporkan pelanggaraan ketentuan pengelolaan air
limbah domestik kepada instansi yang berwcnang;

dan



g. memperolch informasi tentang lcbijakan dan
rencana pengembangan pengelolaan air limbah
domestik-

Pasal 98

Setiap orang bcrkes,eiiban untuk :

a. mengelol,a air limbah domestik yang dihasilkan

melalui sistem s€tempat atau sistem t€rpusat s€su.ai

standar yang ditetapkan;

b. melakukan penyedotan dan pembuangan tumpur
tinja ke IPLT secara b€rkala dan rcrjadwal melalui
operator;

c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima
pclayanan yang dikelola oleh instansi yang

berwenang; dan

d. menyediakan sarana pengelolaan air limbah

domestik yang memenuhi syarat dalam
pen5relenggaraan kegiatan/keramaian di tempat
umum yang melibatlan orang banyak.

Pasel 39

(1) Setiap orang atau Badan yang bertindak s€ba8ai

pengelola dsn/atau penanggungianab SPALD-S

skala komunal wajib melakukan

lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan tcrjadwal.

(2) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai

pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T

sl(Fte pelkotaan, permukimsn atau skala kawasan

tertentu berwajiban untuk :

a. melakukan pengolahan air limbah domestik;

b. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk
dikelola lebih lanjuq dan

c, memeriksa kadar parameter baku mutu air
limbah sesuai peraturan yang berlaku dan

ke instansi terkait setiap I (satu)

bulan sekali-

| 'iliF (,'r ,r i ",., il- 2r; :lr: l4:l



Pasal 4O

(1) Setiap orang yang membangun perhotelan,

perkantoran, aarama, rurnah makan, rumah susun,
rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan
perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan

sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat

skala komunal atau skala permukiman atau skala

ka!'asan tertentu,

(2) Setiaf orang yang membangr:n pen:mahan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah, diwajibkan
membangun prasarana dan sarana air limbah
domestik dengan sistem terpusat skala komunal
atau skala perrntrkiman.

(3) Bagi rumah maka:r, rumah sakit, industri atau
bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1)

yang menghasilkan air limbah cair lainnya

diwajibkan membangun pengolahan awal

@tetimhary tredtuEnl dan diwqiibkan memiliki Izin
Pembuangan I iYnbah Cair 0Prc).

(4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan

air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan
teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar

Naeional Indonesia (SNI).

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (f), ayat (2)dan ayat (3) diatur dstern Keputusan

Kepala Dinas s€suai dengaa kewenangannya.

Pasal 41

Setiap orang atau Badan dilarang :

a. melakukan prenyambungal ke d-lam jaringan air
limbah domestik Grpusat tanpa izin;

b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air linbah
domestik terpusat atau instalasi pengolahan air
limbah domestik seteEpat;

PARTiF l(OOIiifIl{ASI
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d.

e.

membuang benda-benda padat, sampah, dan lain
sebagainya yang dapat mcnutup saturan, dan
benda-benda yang mudah manyala atau meletua
yang akan menimbulkan bahajra atau kerusakan
jaringan air limbah domestik terpusat atau insrqtFsi
pengolahan air limbah domestik sctempat;

menlmlurkan air limbah domestik ke tanah, aungai,
dan sumber air lainnya tanpa pengolaharu

menambah atau merubah bangunan jaringan air
limbah terpusat tanpa izin; dan
mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah
terpusat tanpa. izin.

a

a

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Peran scrta masyarakat detarIl pengetrolaan air limbsh
domestik sistem setempat skala individuaf dan skala
komunal mcliputi ;

a. mengelola air limbsh s€suai dengan norma, standar,
prosdur, dan kriteria yang berl,aku dalam peraturan

Bupati ini;
b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi

kebutuhan dilokasi;

c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada
kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
dan

d. mengawasi kincrja kelompok pengelola

eir limbah.

Pasal 43

Feran serte dalam pengelolaan air limbah
domestik aktem terpusat melputi :

a- memberi usul, pcrtimbangan, dan saran kepada
Pemerintai Kabupaten dan/atau operator air
limbah;

r_*- -:_I zg ;rl
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o

b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi

kebutuhan di daerah; dan
c. mengawaai kinerja Femerintah Kabupaten dan/atau

pengelola air limbah domestik.

BABvII
KER.'ASAMA

Pasal 44
(1) Pemerintah Ikbupaten dapat bekerjasama dalsm

pengclolaan air limbah domcstik dengan :

a. Femerintah Pt0vinsi/pemerintah

Ikbupaten/ Ituta lain;
b. I(elompok masyarakaq darr

c. swasta/BUMN/BUMD.

(2) Kerjasama sebagaimana iang dirneksrrd pada ayat
(f) berdasarkan prinsip trznsparansi, akuntabilitas
dan mengutamakan kepcntingan maayarakat.

(l)

(21

Pasal 45

Kerjasama sebagaimana rlirneLsud dalam pasal 44
ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara
Pemerintah lGbupatcn dengan pihak yang akan
bekerjasama.

Pefjaqiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat memuat :

a. pembangunan insfrastruktur aarana dan

Prassxana;

o

b.

c.

d.

pembiayaan pengoperasian dan lrmcliharaan;
penyediaan barang dan jasa konsultan;
pengelolaan s€dot tinja, dan/atau
pengolahan lumpur tinja;
pengaturan tcntang pen&lolaan air limbah
domestik pada kawasan yang dilalui dan
terlayard oleh domestik terpusat;
peniatkatan manajemen dan kelembagaan

pengelola air limbah terpusaq
peningkatan kemampuan pendanaan untuk

I

r;- 
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pengoperasian dan pemeliharaan;



h. peningkatan peran masyaralrat dalam
pengelolaan air limbah 6lsmgstiL; dan

i. pcnggunaan/pemanfaatan aset,

(3) Tata cara kcrjasama scbagaimana
rlirrrqksud peda al.at (f) dan ayat (2) dilakukan
se8uai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENruAN PENUTUP

Pasd zf6

Peraturan Bupati ini nulai bcrlaku pada tanggaf

diundangkan.

Agar sctief orang mengetahuinya, memerintahksn

Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya drl,'a B€rita Dacrah Ikbupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
padatanggal q fq, 2o2O

Diundangkan di Muara Bcliti

Patlatanggat t6 Vwi 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RA\I'AS TAHUN 2O2O NOMOR.!.8


